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BUPATI MAGELANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

  
PERATURAN BUPATI MAGELANG 

NOMOR 28 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAGELANG, 
 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang  Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;  

 
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi       
Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950   
Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 5587)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6867); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 
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7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 88); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2022 Nomor 11);  

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2023 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2023 Nomor 10); 

10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2022 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 12 Tahun 
2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati 
Magelang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 12); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2023. 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati Magelang ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Magelang. 

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.  

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban daerah tersebut. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 
daerah. 
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10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim 
yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah 
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati 
dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 

perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada 
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik daerah,badan, 
lembagadan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang 
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 

15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk 
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

 

Pasal 2 
 

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp2.765.613.994.250,00 (dua triliun 
tujuh ratus enam puluh lima miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus 
sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar 
Rp126.821.709.805,00 (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh 
satu juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus lima rupiah) sehingga menjadi 
Rp2.892.435.704.055,00 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar 
empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat ribu lima puluh lima rupiah) 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Daerah  

a. semula Rp2.479.609.378.581,00 
b. bertambah/(berkurang) Rp96.918.463.752,00 
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.576.527.842.333,00 

2. Belanja Daerah  
a. semula Rp2.721.238.994.250,00 
b. bertambah/(berkurang) Rp126.821.709.805,00 
Jumlah belanja Daerah setelah perubahan  Rp2.848.060.704.055,00 

 Defisit/surplus    (Rp271.532.861.722,00) 

3. Pembiayaan Daerah 
a. penerimaan   

1) semula    Rp286.004.615.669,00 
2) bertambah/(berkurang) Rp29.903.246.053,00 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah  
perubahan   Rp315.907.861.722,00 

b. pengeluaran  
1) semula    Rp44.375.000.000,00 
2) bertambah/(berkurang) Rp0,00 

         Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah  
         perubahan   Rp44.375.000.000,00 

 Pembiayaan netto Rp271.532.861.722,00 
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Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan   Rp0,00 

Pasal 3 

 

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
Magelang ini terdiri dari: 
a. 
 
 

Lampiran I 
 
 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Obyek, Rincian 
Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II 
 

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi Program, Kegiatan Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Sosial; 

e. Lampiran V 
 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan 
Keuangan Bersifat Khusus; 

f. Lampiran VI 
 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja 
Bagi Hasil Pajak; dan 

g. Lampiran VII 
 

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam dan Gas Bumi, Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. 

 

 
Pasal 4 

 
Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 
 

Ditetapkan di  Kota Mungkid 
pada tanggal 25 Oktober 2023 

 
BUPATI  MAGELANG, 

 
ttd 

 
ZAENAL ARIFIN 

Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 25 Oktober 2023  
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 

 
ttd 

 
ADI WARYANTO 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 28 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Ditandatangani secara elektronik oleh; 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

# 

 

 

RATNA YULIANTY, S.H., M.H. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 196807301997032003 
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